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GUBERNUR GORONTALO

PERATUMN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOtvlORri 2 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAEMH

PROVINSI GORONTALO

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya

mewujudkan kepernerintahan yang baik perlu penataan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daei-ah;

bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai

wadah bagr pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah

sesuai dengan visi dan misi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo;

bahwa bercjasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi

Gorontalo.
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Undang-Undang Nomor B Tahun i974 tentang pokok_pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1g7
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Unoang_Undang
Nomor B Tahun L_q74 tentang pokok_pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1G9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 3g Tahun 2000 tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Ncmor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g7);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Neeara (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lenrbaran i\iegara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Ne-oara Republik Indonesla Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Unciang Nomor 12 Tahun 2C0B tentang perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Z0A4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Uncang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

f.euangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neqara

Republik Indonesia t ' lomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang labatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam labaian Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah nomor

13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesra Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor i40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593) :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

Pe!-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
, - ^
u o t  I

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Da€irah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Pfovinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraar Pemerintahan Daerah .

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan R.akyat Daerah yang selanjutnya dislngkat DPRD adalah Dewan

Penarakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Sekretaris Daerar adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.

7. Dinas adalah dinas yang beftanggung lawab di bidang tugasnya.

8. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas

teknis oada dinas.

BAB I]

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibetuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah.

(2) Dinas Daerah selragaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. dinas pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga ;
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c. dinas koperasi, UMKM. perindustrian, dan Derdagangan;

d. dinas perhubungan/ pariwisata, komunikasi dan informatika;

e. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;

f. dinas pekerjaan umum;

g. dinas pertaniian tanaman pangan dan hortikultura;

h. dinas perikanan dan kelautan;
^ , , - a ^ -  ; - . , -  ' n ; ^ ^ - - t .
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I. dinas keuangan dan aset Daerah;

k. dinas peternakan dan perkebunan;dan

l. dinas sosial.

BAB III

DiNAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasai 3

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oieh kepala

Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawarb kepada Gubernur melaiui sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Dinas Daerah nempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas; otonomr dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan l ingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugas;nya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l ingkup tugasnya; dan

(3) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan peru nda ng-undangan



Bagian Kedua
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Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga terdiri dari:

4. ns/oro r.-,r | |  rd)i

0. seKretariat terdrrr oarr:
1  c r  l h h a / . r i 1 n  h a r a n a l n l l n  d r n  a r r e l r r e c i ,!  J v t r v e S ' v '  '

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian irmum dan kepegawaian.

c. bidang pendirJikan anak usra drni non Informal terdiri dari:

1, seksi bina pendidikan anak usia dini ;

2. seksi bina pendidikan masyarrkat;dan

3. seksi bina kursus

d. bidang pendirj ikan dasar terdiri dari:

1. se-k-si bina sekolah dasar;

2. seksi bina sekolah fi'\enengah pertama;dan

3, seksi bina pendidikan tenaga kependidikan dan layanan khusus.

e. bidang pendidikan menengah terdiri dari:

i .  seksi bina sekolah menengah atas;

2. seksi bina sekolah menengah kejuruan;dan

3. seksi bina pendidikan tenaga kependidikan layanan khusus dan kerjasama

na ra l r  t t t  r : n  f  i nan i

f. brdang kebuclayaan terdiri dari:

1. seksi bina seni dan pertunjukan;

2. seksi bina sejarah dan nilai-ni iai tradisional;dan

3. seksi museum dan kepurbakalaan.

n Rir lann rnr rfr  i  ron?.ta aonrl iAiVsn torr l i r i  A::r i
P e  u r u r r \ q r  I

1. seksi kurikulum;

2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendrdrkan dasar; dan

3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah.

h. bidang pemuda dan olahraga terdiri dari :

1. seksi pemuda;

2. seksi olahraga prestasi; dan

3. seksi olahraoa rekreasi.



i .  Kelompok labatan Funcsional;

j . Unit Pelaksana Teknis Dtnas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga

sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran i yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Daranraf )

Dinas Kesehatan

Pasal 6

(1) Susunan organrsasi Dinas kesehatan terdiri dan:

a. kepala Dinas;

b. sekretariat te-diri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasr;

2. subbagian keuangan;dan

3 c t thh :n ian  r  rmr  rm dan kenen: ra r : i :n

c. bidang bina upaya kesehatan terdiri dari:

1. seksi pelayanan kesehatan ciasar dan rujukan;

2. seksi pelayanan kesehatan khusus;dan

? cpkci  nrnm.)si  kpsehatan.y '  v '  |  ' w J r  r \ ! .

d. bidang pengendalian penyakit dan penyehatan l lngkungan terdiri dari:

1. seksi pengendalian penyakit;

2. seksi surveilands dan imunisasi;dan

3. seksi penyr:hat.:n l ingkungan.

e. bidang bina gizi, kesehatan ibu dan anak terdiri dari:

1. seksi kesehatan ibu dan anak;

2. seksi keselratan tradisional, komplementer, kesehatan kerja dan kesehatan

olahraga;dan

3. seksi gizi nrasyarakat.

f. Bidang bina k.efarmasian dan alat kesehatan terdiri dari:

L seksi obat pubrik dan perbekalan kesehatan,

2. seksi pelayana.r kefarmasian;dan

3. seksi bimbringan, pengendalian sarana produksi, distribusi kefarmasian dan

alat kesehatan.

g. Kelompok labatarr Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



(2) Bagan struktur 0rganisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan darr
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan

Pasal 7

(1) susunan organisasi Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan terdiri
dar i :

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian lerencanaan dan evaluasr;

2. subbagian 1<euangan;dan

3 s r rhhan ian  r rmlm a l2n  kenener ,v : ien^ s P r 9 c r  v v u r u '  r .

., bidang koperersi terdiri dari:

1. seksi kelembagaan;

2. seksi pengermbangan usaha pertanian;dan

3. seksi peng€:mbangan usaha non pertanian.

d. bidang UMKM terdiri dari:

1, seksi peng€,mbangan kelembagaan UMKM;

2. seksi pengrembangan agrobisnis dan aneka usaha;dan

3. seksi pengerrnbangan informasi, publikasi dan promosi.

e. bidang perindustrian terdiri dari:

1. seksi indust.ri aqro;

2. seksi industri kecil menengah;dan

3. seksi industri, logam, mesin, elektronik dan aneka.

f. bidang perdagangan terdiri dari:

1. seksl perdagaqlan luar negen;

7 cpkci ncrclzaanaan rlzl lm n.,..qri,den

3. seksi standilrisasi cian pedinciungan konsumen.

S. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Tekns Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan

sebagaimana dinlaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 4

Dinas Perhubungan, pariwisata Komunikasi dan Informatika
pasal B

(1) Susunan organisasi Dinas perhubungan, pariwtsata komunikasi dan informatika terdiri
na r t '

s'. kspala Dinas;

b. sekretariat terdin dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian l<euangan;dan

3. subbagian rrmum dan kepegawaian.

c. bidang perhubungan darat terdiri dari:

1. seksi angkutan darat dan penyeberangan;

2. seksi lalu l intas dan rekayasa;dan

3. seksi kesel.tmatan, teknik sarana dan prasarana.

d. bidang perhubungan laut dan udara terdiri dari:

1. seksi angkutan laut dan udara;
2. seksi penge:mbangan sarana dan prasarana Iaut dan udara;dan
3. seksi kesel.rmatan laut dan udara.

e. bidang komunikasi dan informasi terdiri dari:

1. seksi pos dan telekomunikasi;

2. seksi informasi dan komunikasi publik;dan

3. seksi aplikasi informatika.

f. bidang pariwis,ata dan ekonomi kreatif terdiri dan:

1. seksi pengembangan destinasi dan bina mitr.a;

2. seksi ekonomi kreatif, seni, tradisi dan peftunjukan;dan

3. seksi informasi dan promosi.

q. Kelompok labiltan Fungsional;

h. Unit Pelaksan;r Teknis Dinas.

i2) Bagan struktur organisasi Dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan

informatika sebagaimana dimat€ud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagiar' tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 5

Dinas Tenaga Kerla dan Transmigrasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Dinas tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari:
a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdin dan:

1. subbagian perencanaan dan evaiuasr;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang penempatan tenaga kerya dan perluasan kesempatan kerja terdiri dari:
1. seksi penernpatan tenaga kerla;

2. seksi perluasan kesempatan Keta;dan

3. seksi pengembangan pasar kerja.

d. bidang pembirraan pelatihan dan produktif i tas terdiri dari:

i .  seksi pembinaan pelatihan;

2. seksi pemagangan dan produktif i tas;dan

3. seksi stand.3risasi dan kelembagaan.

e. bidang hubungan industrial dan pengalvasan ketenaga kerjaan terdiri dari:

1. seksi hubungan industrial;

2. seksr kebnrbagaan dan _laroinan sosrat;dan

3. seksi pengawasan ketenaga ker;aan.

f. bidang trasmi,Jrasi terdiri dari:

i .  seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan;

2. seksi penernpatan dan kerjasama;dan

3. seksi pembinaan usaha, ekonomi dan sosial budaya.

g. Keiompok labatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas tenaga kerja, dan transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

(1) Susunan organisa:;i Dinas pekerjaan umum terdiri dari;



a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdiri dari:

I  .  s t thhaoian nerpnaana2n d:n e\ /2 l r  r rc i '

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang penataan ruang terdiri dar-i:
1 <ekqi narprrren e:-, ,-an r3ta ruang;

2. seksi pemanfaatan ruang;dan

3. seksi pengilwasan dan evaluasi tata ruang.

d. bidang sumberr daya air terdiri dari:

i. seksi teknis sumber daya air;

2. seksi ir igas dan air tanah;dan

3. seksr sungar, rawa, pantal dan danau.

e. bidang bina rnarga terdiri dari:

1. seksi teknis; bina marga;

2. seksi pembangunan jalan dan jembatan;dan

3. seksi pemeliharaan lalan dan jembatan.

f. bidang cipta karya terdiri dari:

1. seksi teknis, cipta karya;

2. seksi pengembangan permuklman dan penataan bangunan l ingkungan;dan

3. seksi penye:hatan l ingkungan dan permukiman.

g. Kelompok labatan Fungsional;

h- Unrt Fe:ak=.,<i Te,knis Di*as-

(2) Bagan struktur ori3anisasi Dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dirras Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

(i) Susunan organisa$i Dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari:

a. kepala Dinas;
h  ^ ^ 1 , , ^ ! - - : - r  ! ^ - ! i - :  , 1 .u. seKreldfld( ter'l trr cdri:
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2. subbagian i:euangan;dan

3. subbagian urnurn dan kepegawaian.



c. bidang tanaman pangan terdiri dari:
1 cpkc,i ccrealie'

2. seksi akabi;dan

3. seksi pasca panen dan pengoiahan hasil.

d. bidang hortikultura terdiri dari:

1. seksj buah-buahan dan tanaman hias;

2. seksi pengi:mbangan sayuran dan bio farmaka;dan

3, seksi perbcjnihan dan pasca panen.

e. brdang Bina usaha terdiri dari :

1. seksi informasi pasar dan pemasaran komoditi;

2. seksi penclembangan mutu dan standarisasi; dan

3. seksi pembiayaan dan investasi.

f, bidang prasarana dan sarana peftantan terdiri dari:

1. seksi pengelolaan lahan dan air;

2. seksi pengendalian alsintan;dan

3. seksi pengawasan pupuk dan pestisida.

g. Kelompok lab,:tan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagiarr tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 12

(i) Susunan organisa:;i Dinas perikanan dan kelautan terdiri dari:

a. kepala Dinas;

b. sekretariat ter,Jiri da ri;
t  - " h l - r r ^ ; - ^  l - ^  ^ . , r r , , - ^ i .r .  r uuuog rd r r  l _ ,E rE rLo roo r  \ Jo r  cvd ludS t ,

2. subbagian k.euangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang perikarran tangkap terdiri dari:

1. seksi usaha perikanan tangkap;

2. seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap;cjan

3. seksi pengelolaan sumber daya ikan.



d. bidang perikanan budidaya terdiri dari:

1. seksi usaha dan produksi perikanan budidaya;

2. seksi sarana dan prasarana perikanan budidaya;dan

3. seksi perbenihan, kesehatan ikan dan i ingkungan.

e. bidang kelautan, pesisir dan pengawasan sumber daya perikanan kelautan terdiri
dari:

1. seksi pengawasan dan pengendalian surnber daya perikanan dan kelautan;

2. seksi konse,rvasi, rehabilitasi sumber daya perikanan dan kelautan;dan

3. seksi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.

f. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari:

1. seksi usaha, investasi dan kelembagaan;

2. seksi pengolahan hasil perikanan;dan

3. seksi pemasaran hasii perikanan.

S. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran VilI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Kehutanan. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 13

(1) Susunan organisa:;i Dinas kehutanan, energi dan sumber daya mineral terdiri dari:

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terJiri dari:
I  ^ , , l - ' l - ' - ^ ; - ^  l - ^  ^ . , - r ,  - ^ i .1 .  > U U U O g r d r  I  l r c r C r  r L c l r  t d d | |  u d t  I  c v d t u d 5 t ,

2. subbagian fleuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. Bidang pemantapan kawasan hutan terdiri dari i
1. seksi inventansasi sumber daya alam;

2. seksi pemc,laan kawasan hutan; dan

3. seksi pengukuran dan perpetaan.

d. bidang penge|:laan hutan terdiri dari:

1. seksi peredararr hasil hutan dan iuran kehutanan;

2. seksi pemantaaran hutan;dan

3. seksi orodul<si can industri kehutanan.



e. bidang rehabii i tasi dan pengelolaan daerah aliran sungai terdiri dari:
1. sekst penge:mbangan pengelolaan daerah aliran sungai;

2. seksi perl indungan dan penganranan hutan; dan

3, seksi penge,mbangan hutan l lndung dan jasa l ingkungan.

f. bidang energi terdirl dari:

1. seksi ketenaga listrikan;

2. seksi energr baru dan terbarukan;dan

3. seksi minyak dan gas.

g. bidang sumber daya mineral teroiri dari:

1. seksi pengelolaan air tanah;

2. seksi geoloqi dan sumber daya mineral;dan

3. seksi peftanlbangan umum.

h. Kelompok Jatratan Fungsronai;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas kehutanan, energi dan sumber daya mrnerar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Dinas keuangan dan aset Daerah terdiri dari:

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terctirr oari:

1. subbagian perencanaan, evaluasi dan pusat data elektronik keuangan;

2. subbagian k:uanEan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang anggaran dan pembinaan keuangan Daerah terdin dari:

1. seksi anggaran area I;

2. seksi anggaran area II;dan

3. seksi brna evaluasi anggaran pendapatan belan;a daerah kabupatenl kota.

d. bidang perben<laharaan terdiri dari:

1. seksi verifikasi area I;

2. seksi verikas,i area Il;dan

3. seksi verifikasi area IiI.

e. iridang penrlaprtair te{dilr danl



1. seksi pengeiolaan pajak;

2. seksi dana perirnbangan, retribusi dan pendapatan lain_lain;dan

l. seksi pengendatian dan pembinaan pendapatan.

f. Bidang asset tr:rdiri dari :

1. Seksi penar:aan pengendalian dan pelaporan asset area I;
2. Seksi penataan pengendalian dan pelaporan asset area Il;dan
3. Seksi perencanaan dan evaiuasi asset.

9. bklang akunta'lsi terCiri Car-i:

i. seksi akuntans keu;lngan;

2- set<si akufltansi met;dan

3. sei€i peiape{ar.

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

i . Unit Pelaksana Ieknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas keuangan dan aset Daerah sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran x yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Peternakan dan Perkebunan

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas peternakan dan perkebunan terdiri dari:

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdrn dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian urrum dan Kepegawaian.

c. bidang perkebunan terdiri dari:

I. SeKSr Duoloa)a bnaman perKeDUnan;

2. seksi pengolahan dan bina usaha perkebunan;dan

3. seksi sarana rlan prasarana perkebunan.

d. bidang budidaya dan pengembangan ternak terdiri dari:

1. seksi penvebaran dan pengembangan ternak;

2. seksi pakan dan teknologi;dan

3. seksi perbibitan ternak dan inseminasi buatan.

e. bidang kesehabn hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari:

1. seksi pelayanan/ pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;



2. seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen;dan

3. seksi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masvarakat veteriner.
f, bidang agribisnis peternakan terdiri dari:

I  - ^ t - - i  ^ ^ ^ ^ ^ t  - L - -r, seKst pengot3nan dan pemasaran hasil peternakan;

2. seksi sarana dan prasarana peternakan;dan

3. seksi pengernbangan kelompok.

g. Kelompok laba lan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur orgirnisasi Dinas peternakan dan perkebunan sebagaimana dimaKsuo
pada ayat (1) te,rcantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Per"aturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Sosial

Pasal 16

(i) Susunan organisasi dinas sosial terdiri dari:

a. kepala dinas;

b. sekretariat terd;ri dari:
1  c r  r h h r n i r a  J - ^  ^ , , - r , . ^ ^ 1 .l  5uuuov lo t  I  p t : t t r t  t Ld t  t dd l l  ud t  |  t s vd tudS t ,

2. subbagian k€ruangan;dan

3. subbagian urnum dan kepegawaian.

c. hir lano rchahi l i laci  sosial  terdir i  dar i  :

1. seksi penyanJang disabil i tas tuna sosial dan korban napza;

2. seksi anak dan lanjut usia;dan

3. seksi pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial.

d. bidang perl indungan jaminan sosial terdiri dari:

1. seksi perl indJngan sosial korban bencana alam;

2. seksi jaminan sosial dan bantuan bencana sosial;dan

3. seksi identifikasi PMKS, pengolahan data dan penyuluhan sosial.

e. bidang kelembagaan dan kemitraan terdiri dar'

1. seksi pembinaan pekerja sosial dan pengembangan sumber daya manusia
l , ^ ^ ^ i - l - r - ^ - - ^ , ^  ^ ^Kesejanteraan sosra!;

2. seksi kelemhrgaan soe,al;dan

3. seksi kemitra,an sosial.

f. bidang pemberclayaan sosial dan fakir miskin terdiri dari:

1. seksi pemberdayaan keluarga;



2. seksi pemberdayaan kawasan adat terpencil;dan
3. seksi pelestafian nilai keDahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

g. Kelompok labatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana -leknis 
Dinas.

(2) Bagan struktur or(lanisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam l-ampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah in i.

BAB IV

UNIT PELAi€ANA TEKNIS DINAS

Pasal 17

(1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasionai dinas
qaeran.

(2) UPTD dipirnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur mr:lalui Kepala Dinas

(3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi Dersyaratan sesuai peraturan perundang-

undangan

(4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan

organisasi, tugas d;:n fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan
peraturan perundanr;- unda ngan.

BAB V

KELOMPOK ]ABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1B

(1) Pada dinas Daerafr dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan

keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuar dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku

(2) Kelompok labatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok labatan Fungsional terdiri dari se;umlah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan F:ungsionai dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

datunjuk.

(5) Jumlah tenaga fung:;ional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keqa.



(6) Jenis dan jenjang labatan Fungsionai diatur sesuai dengan peraturan perunoane-
undangan.

(7) Ketentuan lebih lernlut mengenar jumlah, ienis dan jenjang labatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan peraturan

Gubernur.

BAB VI

TATA KERIA

Pasai 19

Dinas Daei'ah dalam mr:laksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplif ikasi.

Pasal 20

(1) setiap pimpinan satuan organisasi daiam nreiaksanakan tugas, menyelenggarakan

hubungan fungslonal dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam

oelaksanaan tuoas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESSELONERING

Pasal 21

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta
para Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas dlangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur atas usul :;ekretaris Daerah

(2) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIa.

(3) Jabatan struktural eselon iIIa terdiri dari :

a. keF€re UPTD

b. sekret lns;dan

c. kepala bidang.

(5). Jabatan struktural eselon IVa terdiri dari:

2 k,.n2l2 sr,k c| dan

b. kepala subbagan,;



(6) Pembinaan kepergawaian di l ingkungan Dinas dilakukan oleh Gubernur sesuaj
Peraturan Peruncang-undangan.

BAB ViII

PEMBIAYMN

Pasal 22

Biaya yang diperiukarr untuk pelaksanaan tugas dinas Daerah dibebankan pada anggaran
pendapatan belanja D aerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasai 23

Ketentuan lebih lanju:! mengenai rincian tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur-
dengan Peraturan Gutrernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Pemangku .labaran struktural yang ada pada saat diundangkannya peraruran

Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pelantikan pejabat baru

berdasarkan Peritturan Daerah ini.

(2) UPTD yang sud,ah ada seilelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap

berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan lfaerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

tentang Organisasi dan Tata Kerla Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah provinsi

Gorontalo Tahun 2001/ Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor

5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahurnya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Gorontalo.

Diundangkan di Goroni:alo

pada tanggal l.- C.:i; ' : | ,  : . 2013

LEMBAMN DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR...12

SEKRETARIS DAEMH PROy'/INSI GORONTALO

/hyl
*i*o**, #*oo*ro

Ditetapkan di

pada tanggal



PEN]ELASAN

ATAS

PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONIALO

NOMOR -.: TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN IATA KER]A DINAS DAEMH

I .  UMUM

Sebagaimana tercantum da{am pasa{ l2B ayat (1) undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Femerintahan Daerah menyebutkan susunan organisasi perangkat

Daerah ditetapkan daliam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu
dan berpedoman pada peraturan pemerintah. sebagai pelaksanaan dari pasal ini telah
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat

Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah ini, pembentukan organisasi
Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah ini..

Susunan organisasi dan tata keda Dinas Daerah dalam peraturan Daerah ini
secara umum mengikuti prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai ketentuan Peraruran
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas. pengecualian

susunan Perangkat Daerah dilakukan secara seleKif berdasarkan pertimbangan objektif.
Secara faktual, penataan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah merupakan

bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Tata pemerintahan yerng baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi

tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah provinsi

Gorontalo dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam
bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mendorong terciptanya
pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
memberdayakan maqarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan
sarana, serta mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, penataan organisasi
Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas pemerintah

Daerah.

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat

Daerah yang terdiri dari unsur staF yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi



yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam
Dinas Daerah, unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis
Daerah serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas perangkat
Daerah tersebut diatas.

organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan
adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pil ihiln sebagarmana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentanr; Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinlah, pemerintah

Provinsi dan Pemerinterh Kabupaten/Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan
urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena pertimbangan
efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
masing-masing serta adanya koorDinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara pusat Daerah juga harus diperhatikan. selain itu, dalam
implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui peraturan Daerah ini
dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan
dengan adanya penggurangan dan penggabungan satuan kerja perangkat Daerah serta
kemungkinan terjadinl,a pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja perangkat

Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak
kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struKural sebelumnya
merupakan upaya yansl logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAI.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jetas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasai 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas,

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 77





Cukup jelas.

Pasal i8

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "koordinasi,, adalah peran serta para pemangku
kepentingan dalam menata organisasi perangkat Daerah sesuai dengan lingkup
kewenanganni,a, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi
Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan

organisasi Penangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang

berlaku.

Yang dimaks:rd dengan "simpliFrkasi" adalah penyederhanaan penataan

organlsasi Perarngkat Daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2l

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas
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